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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ca.

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang -
undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, maka  dalam = rangka
pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen regulasi
dalam mendukung pelaksanaan program pemerintahan dan
pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan
secara terencana dan terarah berdasarkan skala prioritas sesuai
dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat di
Kabupaten @ Lombok  Tengah, perlu disusun Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2025;

. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 10 Juni 2024,
telah disetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Program Pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lombok Tengah.

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan


https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6801);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );

. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok

Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok
Tengah.

MEMUTUSKAN :

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2025;

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lombok Tengah dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025;

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, sebagaimana terlampir.


https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Praya
pada tanggal 10 Juni 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA,
D
LV
' TAUHID, S.IP

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Bupati Lombok Tengah di Praya;




LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

LOMBOK TENGAH

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TANGGAL : 10 JUNI 2024

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025.

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

A. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL DPRD KABUPATEN
LOMBOK TENGAH.

1. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PERBERDAYAAN ASET DAERAH, USUL
KOMISI [;

2. RANPERDA TENTANG DESA WISATA, USUL KOMISI I,

3. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU, USUL KOMISI I11;

4. RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DAN BENCANA USUL, KOMISI IV; DAN

5. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KESENIAN DAERAH,
USUL BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

B. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

1. RANPERDA TENTANG RPJMD KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025-2030;

2. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN,;

3. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM;

4. RANPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
BUMD;

5. RANPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH; /

6. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH;

7. RANPERDA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWASATAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH;

8. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN; DAN

9. RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

C. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOMULATIF TERBUKA
1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024;



2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025;

3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2024;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA,




